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RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH
PERUSAHAAN TERBUKA

A. Latar belakang

Untuk memberikan landasan hukum bagi Perusahaan Terbuka yang akan
melakukan pemecahan saham dan penggabungan saham sehingga terdapat
kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham
dan masyarakat atas aksi korporasi pemecahan saham dan penggabungan
saham yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, sehingga perlu pengaturan
mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh Perusahaan
Terbuka.

B. Pokok-pokok ketentuan
Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain:

1.

Pemecahan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
Perusahaan Terbuka untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham
menjadi 2 (dua) saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio
tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perusahaan
Terbuka.

Penggabungan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
Perusahaan Terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau
lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau menggabungkan sahamnya
dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham
Perusahaan Terbuka.

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka
wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi
saham yang sama.

Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan
Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
RUPS.

. Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan

Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan
Saham dan rencana Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka dari
Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.

Dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham
dan rencana Penggabungan Saham, Bursa Efek harus memperhatikan
kepentingan pemegang saham publik dan mempertimbangkan paling
sedikit:

tingkat likuiditas perdagangan saham Perusahaan Terbuka;

harga saham dan fluktuasi harga saham Perusahaan Terbuka;
kinerja fundamental keuangan Perusahaan Terbuka;

rasio Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham;

jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat; dan
pengawasan perdagangan saham Perusahaan Terbuka.
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7. Dalam hal diperlukan, selain mempertimbangkan hal sebagaimana
dimaksud pada angka 6 di atas, Bursa Efek dapat meminta:

a. laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai; dan/atau

b. pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum memberikan
persetujuan prinsip.

8. Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan
Terbuka harus mencatatkan saham hasil Pemecahan Saham dan
Penggabungan Saham di Bursa Efek.

9. Bursa Efek wajib menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan
Bursa Efek atas Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh
Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek paling lama 3
(tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

10.Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek yang melakukan

Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham harus terlebih dahulu

memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai.

11.Ketentuan untuk memperoleh laporan penilaian saham berlaku juga bagi

Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang akan

melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, jika:

a. pada saat pengajuan persetujuan prinsip kepada Bursa Efek,
perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek telah
mengalami penghentian sementara dalam jangka waktu paling singkat
3 (tiga) bulan; dan/atau

b. harga saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek berada pada batas
terendah harga saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek paling sedikit
30 (tiga puluh) hari bursa dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum
pengajuan persetujuan prinsip.

12.Perusahaan Terbuka dilarang melakukan Pemecahan Saham atau
Penggabungan Saham dalam jangka waktu:

a. 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham dalam
rangka Penawaran Umum perdana saham; dan/atau

b. 12 (dua belas) bulan sejak:

1. tanggal efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan
modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu;

2. tanggal pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka
tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang
terakhir, kecuali penambahan modal dalam rangka program
kepemilikan saham Perusahaan Terbuka;

3. tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan
Saham sebelumnya; atau

4. tanggal efektifnya pernyataan penggabungan usaha atau peleburan
usaha, digunakan yang terkini.

13.Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Pemecahan
Saham atau Penggabungan Saham, Perusahaan Terbuka dilarang
melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu selain untuk tujuan perbaikan posisi keuangan.
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14.Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang
melakukan Penggabungan Saham wajib menunjuk 1 (satu) pihak yang
akan melakukan pembelian saham yang tidak memenuhi ketentuan
satuan perdagangan saham di Bursa Efek akibat Penggabungan Saham.

15.Dalam hal saham hasil pelaksanaan pembelian saham oleh pihak
sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas tidak memenuhi ketentuan
satuan perdagangan saham di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka dapat

menerbitkan saham baru untuk pihak tersebut sehingga memenuhi 1

(satu) satuan perdagangan saham.

16.Pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib
dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS
yang menyetujui rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham
tersebut.

17.Perusahaan Terbuka dapat menunda pelaksanaan Pemecahan Saham
atau Penggabungan Saham paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16, jika:

a. terdapat kondisi:

1. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10%
(sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

2. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang
berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
Perusahaan Terbuka; dan/atau

3. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap
kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;

b. Perusahaan Terbuka belum mendapatkan persetujuan Bursa Efek
atas pencatatan saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan
Saham; dan/atau

c. Bursa Efek menunda pelaksanaan Pemecahan Saham atau
Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

18.Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka
menjadi batal apabila:

a. tidak dilaksanakan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana Pemecahan
Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada
angka 16;

b. tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
angka 17, bagi Perusahaan Terbuka yang melakukan penundaan
pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
dan/atau

c. tidak mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek atas pencatatan
saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

19.Pengumuman bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa

Efek wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek.

20.Pengumuman bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat
pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang
disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.



